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PERATURAN DAERAH
PROV|NS| R|AU NOMOR : Z TAHUN 2006

TENTANG
P E RTANGG UNG JAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2OO5

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR RIAU

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasallg4 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentano
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubafi
dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2005 tentang
Penetapan Peratu-ran pemerintah pengganti Undangl
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang eeruOanJn
Undang-Undang Nomor 32.Tahun 2b0+ tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang_Undang, KepalI
Daerah mengajukan Rancangan plraturan Daerah

. tentang Pertanggungjawaban pelaksanaanApBD
kepada Dewan perwakitan Rakyat Daerah (DPRD)
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Eadan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;



b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2005

Mengingat : 1.
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Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingka I Sumatera
Barat (Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun
1958 Nomor 112.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun '1985 Nomor68, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nbmor 331 2) sebagainrana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor41. Tambahan
Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nornor 36d5)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
368B);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851,t;



-t

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi i
Indonesia Tahtrn 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi[
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambah-an Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4355);
Unoang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan peraturan perundang_undangai
(Lembaran Negara Republik Indonesiaiahun. 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor43Bg); -

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab
Ke.uangan Negara (Lembaran Negaia Republ ik
lndonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambihan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421)'
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubti[
Indonesia Tahun 2004 Nomor t2S, Tambihan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor4437) sebagaimana
Flah g,-u_b_ah dengan Undang Undang Nomor g
Ta hun 2 005 tentang penetaBan peratura n-pe merintah
f^en_ggant i  Undang-Undang Nomor 3 Tahun
zuub tentang perubahan Undang_Undang Nomor32
Tah.un 2004 tentang pemerintanln Oaerln menjadi
Undang-U ndang ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 10g, Tambah'an Lembaran
Negara Republik lndonesia nomor 4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangnn Antara pemerintah pusal dan

12.
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15.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 26, Tambaha n Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
I ndonesia Tahun 2001 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor4090);

Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 41 3B);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentano
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lenrbaran Neqara
Republik Indonesia Nomor4l 39);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2004 tentano
Kedudukan Protokoler dan ,  Keuangan pimpinan Oai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor g0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagarrnana telah diubah dengan peraturan
Pemerintalr Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan
atas Peraturan Pernerintah Nonror 24 Tahun 2A01
tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan pimpinan
dan Anggota Dewan perwaki lan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor4540);

17. Peraluran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
StandarAkuntansi pemerintahan (Lembaran Negari
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia ttomorqsOC); 

'

19. Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik InOonesiJ
Tahun 2005 Nomor t36, Tambahan Lembaran ttegara
Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana perimbangan (Lembaran lr legara Republi l
lndonesiaTahun 2005 Nomor 197, Tambihan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo14575);

21. Peraturan pemerintah Nomor 56.Tahun 2005 tentang
Sistenr lnformasi 

I":1n g"! Daerah (Lembaran t tegarl
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 13g, Tambaian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4576);

22. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara nepuUfif,
Indonesia Nomor 4527);

23. Peraturan pemerintah Nomor Sg Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangun Daerah (Lembaran ttegarJ
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambJhan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor:4578);

24. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedonran penyusunan rJan penerapan Stancjar
Pelayanan Minrmat (Lembaran Negara, Repubt ik
Indonesia Taliun 2005 Nomor 1S0, Tamblalian Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor4585);

25. Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerinta[
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomcr 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
lndonesia Nomor 4614); .

26. Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor4 Tahun 2004
tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
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28. Peraturan Daerah ProvinsiRiau Nomor 1 Tahun 2005
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TahunAnggaran 2005;

29. Peraturan Daerah ProvinsiRiau Nomor4 Tahun 2005
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan

GUBERNURRIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH PROV|NSI R|AU TENTANG
PERTANGGUNG.IAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUNANGGARAN 2OO5

Pasal  1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beri ipa laporan keuangan
memuat

a Laporan realisasi ang3aran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catalan atas laporan keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampiridengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/
perusahaan daerah.

Pasal  2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal t huruf a
Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:



rf
i l

I

t

Rp. 2.67 1 .762. 1 63,338.0s
Rp. 2,437 .724.828.911.26

Rp. 2U.037.3U.426,82

Rp. (23a 037 .334.426,82\

U Pasal  3

Uraian laporan reat isasi  anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal2
sebagar berikut :

(1)  sel is ih anggaran dengan rear isasi  pendapatan sejumlah
Rp (329.394.027.065,b8) dengan r incian sebagai ber ikut:

a. Anggaran pendapatan setelah

a. Pendapatan.
b. Belanja.

Surplus/defisit
c. Pembiayaan

- Penerimaan
- Pengeluaran

Surplus/defisit

Rp. 614,741.025.483.24

Rp. 848.778.359.gt0.00

perubahan

b. Real isasi

SeIsih lebih(kurang)

Rp. 2.342.368J30273,00

Rp. 2.671.762.163.338.08

Rp. {329.394.027.065,08)

(2) sel is ih anggaran oengan rearrsasi  beranja selumrah
Rp. 421.856.434.447,98 dengan r incian sebagar berikui :

a.  Anggaran belanla setelah perubahan Rp. 2 g59.591.263.3s9.24

3
b Rearlsasl Rp. 2 437.724 B2B.9i ' t  26

Setisihtebrh,/(kurang) Rp 421.856.434.447,98

(3) sel isihanggarandenganreatisasisurplus/defisitRp.(7s1.2s0.461.513,06)
dengan rincian sebagai berikut:

a.surplus/defrsitsetetahperubahan Rp. (517.213.127.086,24)
b. Reatrsasr Rp. 234.037.334.426.82

Sel is ih lebih/(kurang) Rp. (751,250.461.51 3,06)
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(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 0,O0 dengan rincian sebagaiberikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan

b. Realisasi

Selisihlebih/(kurang) Rp. 0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. (751.250.461.513,06) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan

b. Realisasi

perubahan

b. Realisasi

Neraca sebagaimana dinraksud
Tahun 2005 sebagai ber ikut:

.  a.  Jumlah asset

b. Jumlah kewajiban

c. Jumlah ekuitas dana

Sel is ih lebih/(kurang) Rp 751.250 461.513,06

Pasal  4

pada P'asal t  huruf b per 31 Desember

Rp. 614.741.025.483,24

Rp. 614.741.025.483.24

97.527.898.397,00

848.778.359.910.06

Rp. 517.213.127.086.24

Rp. (234.037.334.426.82) .:at-.,

Rp. 10.162.550.261.080,10

Rp. 38.170.335.786,00

Rp.

Rp.

Selisihlebih/(kurang) Rp (751.254.461.513,06)

(6) Sel is ih anggaran dengan real isasi  pembiayaan neto sejumlah
Rp. 751.250.461.513.06 dengan r incian sebagai ber ikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah

Rp. 10.124.379.925.294,10

Pasal  5

Laporan arus kus sebagaimana dimaksud dalam pasal t  huruf c untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2005 sebagai
berikut:



a. saldokasawal perl Januaritahun2005 Rp. 614.741.a25.483,24
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 1.2s7.g23 426.243,g2
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (1.023.g86.091.g12,00
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (16.g94.000.000,00)
e. saldokasakhirper3lDesembertahun2005 Rp. 931.884.359.910.06

Pasal 6

catalan atas laporan keuangan sebagahnana dimaksud pada pasal t  huruf
d rahun Anggaran 2005 memuat informasi baik secara xuantitatit mauDun
kual i tat i f  atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran peraturan Daerah ini  terdir idar i  .

Y

'lt

a Lampiran | ,
Lampiran Ll  :

Lampiran 1 2

'  Lainpiran13 :

Lampiran 1 4
Lampiran 1 5
Larlprran i  6

Lampiran 1 7
Lampiran 1 8

b Lampiran l l

c Lanrpiran l l l
d.  Lampiran lV

Laporan realisasi anggaran.
Rlngkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi  ;
Rincian laporan real isasi  anggaran nrenurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi ,  pendaparan,
belanla dan pembryaan ;
Rel . tapi tu lasi  realrasi  anggafan belanja daerah
ntenurut urutsan pemeri tahan daerah, organisasi ,
program dan kegiatan ;
Daftar Piuatan Daerah :
Daftar Penyertaan Modat (investasi) Daerah .

Daftar Realisasi Penambahan cJan pengurangan aset
leinnya,

Daftar Dana Cadangan daerah ;
Daftar Pinlaman daerah dan obl igasr daerah
Neraca

Laporan Arus Kas

Catalan Atas Laporan Keuangan
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pasal g

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiridori:
a, lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

tercantum dalam Lampiran Vl peraturan daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dan
pertangg u ngjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal  1O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di  :  Pekanbaru
pada tanggal :  14 September 2006

GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLIZAINAL

Diundangkan di  Pekabaru
pada tanggal:  12 September 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. R. MAMBANG MIT
Pembina.Utama Madya

NtP.070004045
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